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ABSTRACT
This research was conducted at Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta. The purpose of this study is to know how the accounting treatment for
heritage assets related to disclosure at Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta is in accordance with accrual based government accounting
standards no. 71 year 2010 statement no. 07 on heritage assets.
The method used in this research is qualitative method. Data collection
techniques used are observation, interview, documentation, and literature study.
Data analysis techniques used in this study are: data collection, data reduction,
data presentation and the last conclude the research results.
The result of this research can be concluded that Balai Pelestarian Cagar
Budaya (BPCB) Yogyakarta has not applied accrual based accounting fully, but
in heritage assets disclosure in financial report is in accordance with PSAP. 07
paragraph 65 where the historic asset is disclosed in the notes to the financial
statement of the unit number without value.
Keywords: accrual accounting, heritage assets, disclosure.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perlakuan akuntansi untuk heritage assets terkait pengungkapan pada Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah berbasis accrual no. 71 tahun 2010 pernyataan no.
07 tentang aset bersejarah (heritage assets).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam
peneltian ini yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang
terakhir menyimpulkan hasil penelitian.
Hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Balai Pelestarian
Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta belum menerapkan akuntansi berbasis accrual
secara penuh, namun dalam pengungkapan heritage assets pada laporan keuangan
sudah sesuai dengan PSAP no. 07 paragraf 65 dimana aset bersejarah
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah unit tanpa nilai.
Kata Kunci:  akuntansi akrual, heritage assets, pengungkapan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Heritage assets (aset bersejarah) merupakan aset yang penting bagi
kebudayaan dan sejarah bangsa serta sebagai identitas negara. Heritage assets di
definisikan sebagai sebuah aset dengan kualitas  sejarah, seni, ilmiah, teknologi,
atau lingkungan yang dipelihara untuk berkontribusi ilmu pengetahuan dan
kebudayaan yang harus dipelihara kelestariaannya serta manfaat ekonomi yang
diperoleh dari aset tersebut (Accounting Standards Board, 2006).
Menurut Aversano and Caterina (2012) menjelaskan bahwa heritage assets
terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah bangunan bersejarah, monumen,
situs arkeologi, kawasan konservasi, dan karya seni. Perlu diketahui bahwa
heritage assets tidak akan lepas dari tata kehidupan dan awal mula keberadaan
masa kini yang diawali dari kisah-kisah sejarah pada masa lampau, kemudian
meninggalkan bukti sejarah yang bernilai.
Menurut Anggraini dan Chariri (2014) terdapat banyak sekali definisi yang
menjelaskan tentang apa sebenarnya hakikat dari heritage assets. Namun hingga
saat ini belum ada definisi akuntansi mengenai aset bersejarah (heritage assets).
Akuntansi untuk heritage assets adalah salah satu isu yang masih diperdebatkan.
Heritage assets disebut sebagai aset yang cukup unik karena memiliki beragam
cara untuk memperolehnya, tidak hanya melalui pembangunan namun juga
pembelian, donasi, warisan, sitaan.
2Menurut Handoko (2012) suatu hal penting dalam proses pengelolaan
sumber daya budaya atau benda cagar budaya pada umumnya adalah menetapkan
nilai penting dari sumber daya itu sendiri, karena hasilnya akan dijadikan acuan
dasar untuk langkah berikutnya yang akan diambil dalam proses pengelolaan
selanjutnya. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai heritage assets jika
mempunyai bukti tertulis sebagai barang atau bangunan bersejarah.
Menurut Agustini dan Putra (2011) menyatakan bahwa perbedaan
penggunaan heritage assets membuat perlakuan atas pencatatan nilai asetnya juga
berbeda. Ketika sebuah aset digunakan sebagai perkantoran, maka aset tersebut
bisa ditaksir berdasarkan harga perolehannya dan disajikan dalam neraca. Beda
halnya dengan heritage assets berupa objek wisata dan fosil-fosil sejarah lainnya
yang sulit untuk ditaksir harga perolehannya. Secara umum tidak semua heritage
assets dapat dinilai. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa heritage
assets seperti apakah yang dapat diakui dan dinilai serta apa manfaat yang
diperoleh atas pelaporan tersebut.
Menurut Safitri dan Indriani (2017) berlakunya Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) Basis Akrual diharapkan dapat menjadi pedoman serta payung
hukum untuk perlakuan heritage assets. Telah dipaparkan dalam (Standar
Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 paragraf ke-65) pernyataan tidak
megharuskan pemerintah untuk menyajikan heritage assets di neraca namun aset
tersebut harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3Dengan adanya transisi basis akuntansi menjadi akuntansi akrual yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Transisi ini dipandang sebagai
langkah menuju pelaporan keuangan pemerintah yang baik. Pelaporan keuangan
yang merupakan produk akhir akuntansi dianggap sebagai media untuk
melaksanakan kewajiban akuntabilitas pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan (Hassan et al, 2016).
Adapun penelitian terdahulu terkait penerapan akuntansi accrual heritage
assets oleh Barton (2000) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa heritage
assets harus disajikan terpisah dari aset operaional pemerintah. Karena heritage
assets lebih cenderung sebagai barang publik, yaitu dimanfaatkan untuk
kepentingan publik dan tidak untuk dijual sehingga tidak memenuhi konsep aset.
Keberadaan heritage assets bukan dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan
melainkan untuk sarana pendidikan dan budaya.
Menurut Agustini dan Putra (2011) menyatakan bahwa entitas pemerintah
seharusnya memperlakukan sama antara non-operational heritage assets dengan
operational heritage assets, yaitu  diakui sebagai asset tetap dalam laporan
keuangan, namun heritage asset yang memiliki kos yang dapat diukur secara
andal dapat disajikan dalam neraca. Namun, jenis non-operational heritage assets
yang dapat diakui dalam neraca adalah jenis aset tanah dan bangunan bersejarah
yang diperoleh pada periode berjalan.
4Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan
Chariri (2014), menyimpulkan bahwa praktik akuntansi yang diterapkan untuk
Candi Borobudur sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, karena
Candi Borobudur juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) tanpa nilai, namun sampai saat ini belum ada dasar penilaian yang
dianggap paling tepat untuk Candi Borobudur.
Mengingat kota Yogyakarta adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya,
maka sebagai bentuk rasa peduli pemerintah Yogyakarta akan kekayaan benda-
benda sejarah yang dimiliki, maka dibentuklah Balai Pelestarian Cagar Budaya
Yogyakarta (BPCB) yang dipercayai sebagai wadah/atau tempat untuk pelestarian
benda-benda koleksi sejarah tersebut. Bagaimanapun aset bersejarah juga
memiliki nilai baik itu nilai seni, nilai budaya bahkan nilai ekonomi yang
terkandung didalamnya (Sulistiyani, Kasi Pembukuan Bidang Akuntansi BPCB
Yogyakarta).
Tidak lepas dari itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta (BPCB)
juga mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. Mengingat Balai Pelestarian
Cagar Budaya merupakan sarana pemeliharaan dan pelestarian benda bersejarah
milik negara. Oleh karena itu, per 31 Desember Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta harus membuat laporan keuangan yang kemudian diserahkan
kepada pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset
publik benda bersejarah (Sari Ayuati, Staf bagian Tata Usaha BPCB Yogyakarta).
5Keseluruhan penelitian ini pada dasarnya adalah sebuah proses untuk
mencari standar akuntansi yang tepat untuk asset bersejarah (heritage assets).
Perlunya akuntansi untuk heritage assets bukanlah tanpa tujuan. Salah satu tujuan
yang ingin dicapai adalah untuk menjamin ketersediaan informasi yang berguna
untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan kebutuhan pengguna
(stakeholder) dalam hal organisasi pengelolaan heritage assets.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan
judul “Analisis Penerapan Akuntansi Accrual Heritage Asset dalam
Pengungkapan Laporan Keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Bagaimana perlakuan akuntansi accrual untuk heritage
assets dalam pengungkapanlaporan keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah  No. 07 Tahun
2010?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan heritage assets dalam laporan
keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintah  No. 07 Tahun 2010.
61.4. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
berbagai pihak yaitu:
1. Memberikan manfaat untuk perkembangan Teori Akuntansi selanjutnya
khususnya mengenai akuntansi hetitage assets. Mengingat heritage assets
masih menjadi problematik di dunia akuntansi.
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah
khususnya Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam upaya peningkatan
kualitas Laporan Keuangan sehingga dapat mewujudkan transparasi dan
keandalan.
1.5. Jadwal Penelitian
Terlampir
1.6. Sistematika Penulisan
Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
7BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian-
penelitian yang dahulu telah dilakukan, setra kerangka teoritis yang
diaplikasikan pada penelitian ini.
BAB III METODE PENELITIAN
Membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi
dan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional
variabel, teknis analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi penjelasan sejarah umum Balai Pelestarian Cagar Budaya
Yogyakarta, menganalisis bagaimana pengungkapan heritage assets Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta. Selanjutnya menganalisis
terkait kesesuaiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07
Tahun 2010.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi kesimpulan yang merupakan yang merupakan penyajian singkat apa
yang diperoleh dalam pembahasan. Serta untuk mengatasi keterbatasan
penelitian tersebut maka disertakan saran bagi penelitian selanjutnya.
8BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kajian Teori
2.1.1. Pengertian Akuntansi Accrual
Menurut Widyastuti, Sujana dan Adiputra (2015) akuntansi basis akrual
adalah suatu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi ekonomi dan
peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat
terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan saat kas atau stara kas diterima
atau dibayar.
Perubahan basis akuntansi pemerintah, yaitu daribasis kas menuju basis
akrual dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini, PP 71 Tahun 2010 menetapkan
basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. Dengan
pertimbangan pengguna yang masih dalam tahap pembelajaran, maka entitas
pemerintah dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis
akrual sampai paling lambat lima tahun setelah tahun anggaran 2010 yaitu tahun
anggaran 2015 (Siregar, 2015: 69).
Menurut Widyastuti Sujana dan Adiputra (2015) SAP merupakan prinsip
serta persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Tujuan dari SAP sendiri
adalah untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
9Menurut Agustini dan Putra (2012) basis akrual secara nyata memiliki
manfaat yang besar dalam penyajian informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi.
Maka dipaparkan alasan penerapan basis akrual pada sektor pemerintah, yaitu:
1. Akuntansi basis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup.
2. Hanya akuntansi basis akrual yang dapat menyajikan gambaran biaya
operasi yang sebenarnya.
3. Akuntansi akrual dapat menyajikan informasi mengenai aset dan kewajiban
secara andal.
4. Akuntansi akrual dapat menghasilkan informasi yang komperhensif tentang
penghapusanhutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.
Menurut Sampel, Kalangi dan Runtu (2015) menyatakan bahwa terdapat
beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basis akrual pada
akuntansi pemerintah. Kelebihan penerapan akuntansi basis akrual pada akuntansi
pemerintah, antara lain:
1. Basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi,
diubah, dan diperoleh dalam laporang operasional yang berhubungan
dengan penerimaan dan pengeluaran.
2. Memungkinkan pengguna laporan keungan untuk mengevaluasi
kemampuan pemerintah saat ini.
3. Menyedikan ruang bagi pemerintah untuk menunjukan keberhasilan
pengelolaan sumber daya yang dikelolanya.
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4. Akuntansi basis akrual menunjukan gambaran pendapatan, perubahan harga,
pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis
adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
5. Akuntansi basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.
6. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal
efisiensi dan efektifitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan suber
daya yang dikelolanya.
Menurut Bastian dan Indah (2010: 120) sedangkan kekurangan dalam
penerapan akuntansi basis akrual pada akuntansi pemerintah, antara lain:
1. Dalam pembandingan dengan akuntansi basis kas, penyusunan akurual
membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya
administrasi menjadi lebih mahal.
2. Basis akrual pada dasarnya didesain untuk mengukur laba.
3. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.
5. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai
historis dan inflasi.
6. Akuntansi basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas.
Dari pernyataan diatas secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis
akrual ditunjukan untuk mengatasi ketidak cukupan dari akuntansi basis kas.
Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya
pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam
pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis
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kas. Pada dasarnya tujuan akhirnya adalah untuk meminta pertanggungjawaban
kepada para pengelola baik dari sisi pengeluaran dan masukan.
Strategi yang dapat dilakukan untuk implementasi SAP No. 71 Tahun 2010
pada laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1. Melakukan implementasi secara langsung, yaitu artinya SAP berbasis akrual
diterapkan sekaligus di seluruh kementrian atau lembaga.
2. Melakukan implementasi secar bertahap, yang artinya implementasi SAP
berbasis akrual diterapkan secara bertahap seiring dengan penyiapan SDM
dan segala perangkat pendukung yang dibutuhkan setiap kementrian atau
lembaga pada saat implementasi penuh diterapkan, yaitu pada tahun 2015.
2.2. Heritage Assets
Heritage Assets (aset bersejarah) merupakan sejarah bangsa serta indentitas
negara. Heritage assets didefinisikan sebagai sebuah aset dengan kualitas sejarah,
seni, ilmiah, teknologi, atau lingkungan yang dipelihara untuk berkontribusi ilmu
pengetahuan dan kebudayaan yang harus dipelihara kelestariaannya serta manfaat
ekonomi yang diperoleh dari aset tersebut (Akuntansi Standards Board, 2006).
2.2.1. Jenis-jenis Hetitage Assets
Menurut Agustini dan Putra (2011) Pengukuran dan penilaian dari sebuah
heritage assets akan berpengaruh kembali pada asset tersebut. Meskipun heritage
assets memenuhi kriteria pada asset tetap, tapi bukan berarti semua heritage
assets harus diakui dalam laporan keuangan. Terdapat dua aspek yang perlu
diperhatikan dalam pengakuan heritage assets, antara lain:
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1. Aset bersejarah untuk kegiatan operasional (Operational heritage assets).
Heritage assets yang memiliki fungsi ganda yaitu selain sebagai bukti
peninggalan sejarah tetapi juga sebagai tempat perkantoran. Maka heritage
assets ini perlu dikapitalisasidan dicatat dalam neraca sebagai asset tetap.
Seperti yang telah diatur dalam PSAP No. 71 paragraf 70.
2. Aset bersejarah tidak untuk kegiatan operasional (No-operational heritage
assets).
Menurut Sholikah (2017) heritage assets jenis ini merupakan asset yang
memiliki nilai murni digunakan karena nilai estetika dan nilai sejarah. Jenis non-
operational heritage assets ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Tanah dan bangunan bersejarah (Culltural Type Heritage Assets)
b. Karya Seni (Collection Type Heritage Assets)
c. Situs-situs purbakala (Natural Heritage Assets)
Dalam PSAP No. 07 paragraf 65 dijelaskan bahwa untuk asset jenis ini tidak
perlu diakui dalam Neraca akan tetapi cukup dilaporkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).
Sejauh ini alasan yang digunakan untuk tidak mengakui non operational
heritage assets adalah sulitnya memperoleh nilai andal, hal ini disebabkan karena
tidak ada data atau catatan atau bukti yang menunjukkan harga perolehan
sehingga entitas pemerintah sulit untuk menentukan kos yang melekat pada
heritage assets yang berumur tua, jika kita sulit untuk menentukan keandalan nilai
pada objek tersebut maka heritage assets juga tidak bisa dicatat dalam neraca
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serta pertimbangan biaya dan manfaat untuk memperoleh estimasi nilai wajar
heritage assets yang diperoleh pada periode sebelumnya.
2.2.2.Karakteristik Heritage Assets
Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 paragraf 66, heritage
assets memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Nilai Kultur, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak sepenuhnya
tercermin dalam istilah moneter.
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
pelepasannya untuk dijual.
3. Keberadaan asset tidak tergantikan dan nilai asset mungkin akan terus
mengingat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin
menurun.
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus
mencapai ratusan tahun.
5. Aset bersejarah dilindungi untuk tujuan sosial, ada karenaa sejarah masa
lalu kemudian dijadikan peninggalan untuk generasi mendatang, selain itu
asset bersejarah juga dapat meningkatkan daya tarik dari suatu negara dan
budaya pariwisata yang tentunya akan menghasilkan kekayaan bagi suatu
negara.
Namun, jika kita bandingkan dengan asset tetap pada umumnya heritage
assets juga memiliki karakteristik yang hampir sama. Adapun kesamaannya antara
heritage assets dengan asset tetap pada umumnya adalah sebagai berikut:
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1. Berwujud
2. Berharga atau bernilai
3. Keduannya memiliki manfaat ekonomi atau potensi jasa
4. Timbul atas kejadian masa lalu
5. Dikuasai atau dikendalikan entitas.
Dari karakteristik diatas, penulis menyimpulkan bahwa heritage assets tidak
sepenuhnya diperlakukkan sama seperti aset-aset lainnya, meskipun heritage
assets tergolong sebagai aset tetap. Karena heritage assets memiliki lingkup yang
cukup luas, maka sebelum menentukan suatu harga terlebih dahulu harus
mengetahui penggunaan heritage assets itu sendiri. Pada aset tetap terdapat kos
yang melekat pada objek tersebut sehingga mudah menentukan berapa jumlah
rupiah yang terkandung dalam aset tetap tersebut.
Namun beda halnya dengan heritage assets, kos yang melekat pada objek
sangat sulit untuk ditelusuri. Penggunaan heritage assets dan waktu pemerolehan
heritage assets akan mempengaruhi perlakuan pengakuan aset dalam laporan
keuangan. Maka diperlukan sebuah penilaian ekonomi yang tepat untuk heritage
assets.
2.3. Pengungkapan Heritage Assets
Sama halnya dengan penilaian, pengungkapan heritage assets dalam laporan
keuangan juga memiliki beberapa jenis. Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010,
heritage assets diungkapkan dalam Catatn atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa
nilai, kecuali untuk beberapa heritage assets yang memberikan potensi manfaat
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kepada pemerintah selain nilai sejarah, sebagai contoh: gedung sate Bandung
yang digunakan untuk perkantoran, maka aset tersebut dimasukkan dalam neraca.
Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut terdapat dua alternafi yang
dapat digunakan untuk pengungkapan heritage assets, yaitu:
1. Aset tersebut dimasukan dalam CaLK saja, yang masuk dalam kategori ini
adalah heritage assets yang hanya memberikan manfaat kepada pemerintah
berupa seni, budaya, dan sejarahnya saja. Pada CaLK, untuk heritage assets
tersebut hanya ditulis sejumlah unit aset dan keterangan yang berkaitan
dengan aset tersebut.
2. Heritage assets dimasukkan dalam neraca, yang masuk dalam kategori jenis
aset ini adalah heritage assets yang memberikan potensi manfaat kepada
pemerintah selain nilai sejarahnya. Dalam neraca heritage assets dinilai
layaknya aset tetap lainnya.
2.4. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian mengenai akuntansi accrual heritage assets pengungkapan pada
laporan keuangan sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beperapa penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan perlakuan heritage assets pada laporan keuangan
pemerintah dikutip dari beberapa sumber, yaitu:
1. Agustin dan Putra (2011) yang berjudul “Aset Bersejarah dalam Pelaporan
Keuangan Entitas Pemerintah”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa
pada tahap pengakuan heritage assets pemerintah Indonesia seharusnya
memperlakukan sama antara non-operational heritage assets dengan
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operational hertitage assets. Yaitu diakui sebagai aset tetap dalam laporan
keuangan.
Namun, jenis non operational heritage assets yang dapat diakui dalam
neraca dengan pengecualian heritage assets tersebut memiliki nilai manfaat
dimasa depan sebagai contoh yaitu: jenis aset seperti tanah dan bangunan
bersejarah yang diperoleh pada periode berjalan.
2. Anggraini dan Chariri (2014) yang berjudul “Perlakuan Akuntansi untuk
Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur”.
Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Balai Konservasi Candi
Borobudur sudah memenuhi tanggung jawabnya untuk memasukan Candi
Borobudur dalam Laporan keuangan sesuai dengan Standar akuntansi yang
berlaku, karena Candi Borobudur diungkapakan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) tanpa nilai.
3. Masitta dan Chariri (2015) yang berjudul “Problematika Akuntansi Heritage
Assets: Pengakuan, Penilaian, dan Pengungkapannya dalam Laporan
Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah
Ronggowarsito)”. Hasil penelitiannya adalah bahwa untuk penilaian
heritage assets berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50
Tahun 2014 Tanggal 22 Juli 2014 Tentang Standardisasi Biaya Kegiatan
Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga
Pengadaan Barang /Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 sebagai standar minimum.
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Sementara itu belum ada standar akuntansi yang tepat untuk perlakuan
heritage assets.Tetapi penyajian dan pengungkapan heritage assets Museum
Ronggowarsito Jawa Tengah telah menerapakan satandar SPAP No. 07
yaitu heritage assets Museum Ronggowarsito diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah dangan tanpa nilai.
4. Ujianto dan Isharyanto (2016) yang berjudul “Pengelolaan Museum
Pemerintah dengan Model Badan Layanan Umum (Suatu Tinjauan)”. Hasil
penelitiannya adalah bahwa museum pemerintah dilaksanakan dengan pola
Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tetapi model UPT tersebut dirasa kurang
tepat karena pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang tidak
fleksibel kemudian pemerintah melakukan trobosan baru yaitu dengan
menggunakan model Badan Layanan Umum (BLU).
5. Wulandari dan Utama hasil (2016) yang berjudul “Perlakuan Akuntansi
untuk Aset Bersejarah: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam
Laporan Keuangan (Stusi Kasus pada Museum Anjuk Ladang Kabupaten
Nganjuk)”. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
Museum Anjuk Landang masih mengaitkan pengertian heritage assets
dengan cagar alam. Dalam segi pengakuan, pihak Museum Anjuk Ladang
akan mengakui koleksi/ temuan sebagai aset bersejarah setelah mendapat
validasi dari pihak BPCB Jawa Timur.
Sedangkan dalam praktik akuntansi, pengelola Museum Anjuk Ladang
atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk belum
memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu PSAP 07, karena
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belum melakukan penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam
laporan CaLK.
6. Barton (2000) yang berjudul “Accounting for Public Heritage Facilities-
Assets of Liabilities of the Government?” Hasil dari penelitiannya dapat
disimpulkan bahwa dengan adopsi akuntansi akrual Pemerintah
menekankan adopsi akuntansi akrual penuh pada enitas sektor publik untuk
mengelola heritage assets dan memasukkannya dalam laporan keuangan.
Tetapi ia berpendapat bahwa akuntansi akrual tidak relevan dan tidak
harus diterapkan untuk heritage assets. Karena heritage asset dikelola untuk
kepentingan sosial bukan untuk memperoleh kenuntungan semata.
7. Sari dan Putra (2012) yang berjudul “Menelisik Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual”. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa
Standar akuntansi pemerintah yang dijadikan pedoman dalam penerapan
basis akrual berbeda-beda pada setiap negara, disesuaikan dengan kondisi
negara.
Namun secara garis besar, negara-negara mengadopsi sebagian atau
seluruh International Public SectorAccounting Standard (IPSAS).Negara
yang secara sukses menerapkan akrual adalah New Zealand, Australia, dan
Swedia. Sementara itu tiga negara lainnya, yakni China, Malaysia, dan
Indonesia sedang dalam tahap menuju akrual.
8. Lamonisi (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi
Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Tomohon”. Dapat ditarik
kesimpulan bahwa pemerintah Kota Tomohon belum menerapkan akuntansi
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berbasis akrual yang disebabkan karena sumber daya manusia belum
menguasai jika pemerintah Kota Tomohon menerapkan standar akuntansi
berbasis akrual dalam laporan keuangannya.
9. Sampel, Kalangi, dan Runtu (2015) yang berjudul “Analisis Kesiapan Kota
Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrual”. Hasil dari penelitiannya
menunjukan bahwa pemerintah Kota Manado belum menerapkan standar
akuntansi berbasis akrual, tetapi secara keseluruhan sumber daya
manusianya kurang lebih mengetahui menegani apa itu standar  akuntansi
berbasis akrual.
Mereka juga pernah mengikuti berbagai seminar mengenai peraturan
pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrual
yang wajib diterapkan  pada seluruh sektor publik termasuk pemerintah
Kota Manado. Tetapi pemerintah Kota Manado belum menerapkan
akuntansi berbasis akrual, pengetahuan mengenai peraturan pemerintah
nomor 71 tahun 2010 dilakukan hanya sebatas sebuah formalitas.
10. Basnan, dkk (2015) yang berjudul “Challenges in Accounting for Heritage
Assets and the way Forward: Towards Implementing Accrual Accounting in
Malaysia”. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pemerintah
Malaysia belum menerapkan standar akuntansi akrual. Sementara itu untuk
perlakuan heritage assets dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) tanpa nilai.
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11. Widyastuti, Sujana dan Adiputra (2015) yang berjudul “Analisis Kesiapan
Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar”. Hari hasil penelitiannya dapat
ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar belum
menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Yang disebabkan
karena kurang siapnya kualitas sumber daya manusia dalam menguasai
basis akrual.
12. Safitri dan Indriana (2017) “Praktik Akuntansi untuk Aset Bersejarah Studi
Fenomenologi pada Museum Aceh”. Hasil dari penelitiannya dapat
disimpulkan bahwa praktik akuntansi asset bersejarah yang diterapkan
untuk Museum Aceh belum secara sepenuhnya sesuai dengan Standar PSAP
No. 07 Tahun 2010.
13. Darmawan, Yadnyana dan Sudana (2017) yang berjudul “Menguak
Perlakuan Akuntansi Aset Besejarah (Studi Interpretif pada Museum
Semarajaya Klungkung)”. Hasil dari penelitiannya dapat ditarik kesimpulan
bahwa Pengungkapan benda koleksi Museum Semarajaya dalam neraca
telah disajikan sesuai dengan PSAP No.07, namun belum diungkapkan
dalam CaLK.
2.5. Kerangka Berfikir
Heritage Assets (aset bersejarah) merupakan sebuah aset dengan kualitas
sejarah, seni, ilmiah, teknologi, atau lingkungan yang dipelihara kelestariannya
serta akan memberikan manfaat bagi pihak pemegangnya. Peranan akuntnasi
dalam hal ini sangatlah penting mengingat heritage assets juga memiliki kriteria
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yang unik dibandingkan dengan aset lainnya serta tidak semua aset pemerintah
diakui dan dinilai dalam neraca. Karena memiliki nilai jual yang tinggi seringkali
aset tersebut diperdagangkan secara ilegal, bahkan sering kali dilakukan oleh
orang-orang yang memiliki kepentingan sosial dan budaya.
Akuntansi akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi
dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada
saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual diperkenalkan ke instansi
pemerintah dengan maksud untuk menerapkan manajemen fiskal yang hati-hati
dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Untuk itu, PSAP 71
diperkenalkan sebagai acuan untuk perlakuan heritage assets (aset bersejarah).
Pengungkapan merupakan tahap akhir dari beberapa proses pengakuan, aset
bersejarah untuk melaporkan aset bersejarah dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemerintah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
publik. Pemerintah membuat laporan keuangan untuk memberikan informasi
kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan
keuangan. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk
pengambilan keputusan dan merupakan alat untuk melaksankan akuntabilitas
pemerintah secara efisien.
Penelitian ini untuk menganalisis perlakuan heritage asset dalam laporan
keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas. Diawali dengan menggali
pemahaman para pelaku berkenaan dengan definisi dan karakteristik heritage
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assets. Setelah mengetahui definisi dan karakteristiknya, selanjutnya tentang
bagaimana pengakuan, penilaian heritage assets. Kemudian pada tahap akhir akan
diperoleh gambaran perilah bagaimana pengungkapan aset tersebut dalam laporan
keuangan. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa kutipan langsung dari
informan. Data yang diperoleh dari interpretasi informan dan dianalisis secara
mendalam.
Setelah dianalisis kemudian akan diketahui apakah pengakuan, penilaian
dan pengungkapan heritage assets pada laporan keuangan sudah sesuai dengan
teorinya. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka model
penalaran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir
Sember: Masitta dan Chariri, 2015.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Desain Penelitian
3.1.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengambil suatu
objek penelitiannya pada Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.
Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini
dilakukan dengan mendiskripsikan penerapan akuntansi akrual heritage assets
terkait pengungakapan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari
penerapan akuntansi akrual heritage assets terkait pengungkapan heritage assets
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta. Dari penelitian ini dapat
diketahui apakah perlakuan akuntansi heritage assets dalam pengungkapan Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta sudah sesuai dengan teori yang
ada.
3.1.2. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang)
secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),
kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146-
147). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada
pimpinan, manajer, akunting Balai Pelestarin Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.
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2. Data Sekunder
Data ini diambil dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek
penelitian dapat berupa buku profil untuk kalangan terbatas, visi dan misi dari
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, laporan-laporan atau catatan
data informasi akuntansi lainnya.
3.2.   Subyek Penelitian
Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh
pewawancara yang memahami data atau fakta dari objek penelitian. Informan
dalam penelitian ini adalah informan dalam wawancara penelitian ini diantara lain
Kepala Balai Pelestaraian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, Bendahara
Pengeluaran Pembantu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta,
Kepala Seksi Pengkajian Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta,
Kepala Tata Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, kolektor
benda bersejarah dan benda kuno dan akdemisi.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Pengertian observasi menurut Sugiyono (2014: 64) menyatakan bahwa
observasi adalah peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian
terhadap aktivitas entitas tersebut.
2. Wawancara
Menurut Indriatoro dan Supomo (1999: 152), wawancara adalah teknik
pengunpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek
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penelitian. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang
bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika
dilakukan dengan teknik kuisioner akan kurang memperoleh tanggapan
responden. Hasil wawancara selanjutnya dicatat oleh pewawancara sebagai data
penelitian.
Informan dalam wawancara penelitian ini diantara lain Kepala Balai
Pelestaraian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, Bendahara Pengeluaran
Pembantu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, Kepala Seksi
Pengkajian Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, Kepala Tata
Usaha Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, Kolektor benda
bersejarah dan benda kuno dan akademisi.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data langsung
dari tempat penelitian yang berupa, faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat,
memo atau dalam bentuk laporan program (Indriatoro dan Supomo, 1999: 152).
Untuk membuktikan bahwa wawancara terhadap informan yang menguasai
objek penelitian benar-benar dilakukan serta menunjang pernyataan yang
disampaikan oleh informan, perlu dilakukan pendokumentasian. Penggunaan
rekaman dan catatan atas pernyataan informan saja belumlah cukup. Sebagai bukti
bahwa informasi yang terlah disampaikan sesuai dengan yang terjadi lapangan,
peneliti melakukan copy dan scan berkas atau arsip yang berkaitan seperti Berita
Acara Penilaian Koleksi, Peraturan Gubernur, Lampiran Dirjen Sejarah dan
Purbakala serta Buku Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.
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Untuk mendapatkan berkas atau arsip dari pihak-pihak yang terkait, peneliti
harus melalui serangkaian prosedur dan negosiasi. Setelah mendapatkan yang
dibutuhkan, berkas tersebut dianalisis, dibandingkan dan dihubungkan satu sama
lain sehingga informasi dapat digali sebanyak-banyaknya.
4. Studi Pustaka
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-
buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya
yang berkaitan dengan obyek penelitian.
3.4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan
Spradley dalam Sugiyono (2014:207).
Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.
Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan:
penarikan/ verifikasi.
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Gambar 3.1
Skema Teknik Analisi Data Kualitatif
Sumber: Miles and Huberman, 1984
Selanjutnya menurut Spradley, teknik analisis data disesuaikan dengan
tahapan dalam penelitian. Ada tahap penjelajahan, fokus dan seleksi. Pada tahap
penjelajahan analisis data dilakukan dengan analaisis domain. Pada tahap fokus
analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Pada tahap seleksi, analisis
data dilakukan dengan analisis komponensial. Selanjutnya untuk sampai
menghasilkan judul dilakukan dengan analisis tema.
Berikut merupakan tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini:
1. Pengumpulan data
Untuk mendapatkan sejumlah data yang diinginkan, peneliti melakukan
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada pimpinan, manajer
dan akunting di Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Pengumpulan data
juga dilakukan dengan dokumentasi. Data yang diperoleh antara lain gambaran
umum monumen, visi dan misi, dokumen, formulir, catatan-catatan yang
digunakan dan berkaitan dengan pelaporan serta setandar akuntansi yang
digunakan.
Pengumpulan Data Penyajian Data
Reduksi Data
Kesimpulan: Penarikan/
verifikasi
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2. Reduksi Data
Menurut Sugiyono (2014: 92), mereduksi data berati merangkum, memilih
hal-hal yag pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam tahap ini penulis
menggolongkan dan memfokuskan data yang telah diperoleh kedalam perlakuan
heritage assets dari segi pengakuan, penilaian dan pengungkapannya.
3. Penyajian Data
Penyajian data adalah proses dimana sekumpulan informasi disusun untuk
menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif (Miles and Huberman dalam Sugiyono,
2014: 95). Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa
yang telah dipahami tersebut. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data
yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki
makna tertentu.
4. Kesimpulan
Berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan dan setelah data tersebut
dianalisis, maka tahap berikutnya adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan
diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.
Kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian ini mengenai bagaimana perlakuan
akuntansi akrual heritage assets dalam pengungkapan Balai Pelestarian Cagar
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Budaya (BPCB) Yogyakarta dan apakah sudah sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah No. 07 Tahun 2010.
3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
Moloeng (2012: 330) mengungkapkan bahwa, triangulasi data adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data
itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data tersebut.
Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi empat macam
yaitu:
1. Triangulasi dengan Sumber
Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan
memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang
berbeda. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara membandingkan data hasil
dengan data hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi
suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan Metode
Triangulasi ini dilakukan melalui proses pengecekan informasi yang
merupakan hasil penemuan pada saat penelitian yang menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data. Selain itu dilakukan pula pemeriksaan pada beberapa
sumber data dengan cara yang sama yaitu dengan triangulasi metode.
3. Triangulasi dengan Penyidik
Teknik ini melibatkan pengamat di luar peneliti itu sendiri untuk memeriksa
kembali keakuratan data yang diperoleh. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi
tingkat ketidakakuratan data pada penelitian. Teknik triangulasi ini juga bisa
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dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian antar peneliti dengan
obyek penelitian yang sama.
4. Triangulasi dengan Teori
Triangulasi dengan teori menggunakan dasar berupa teori yang
berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Pada saat fakta tidak dapat diperiksa
kebenarannya dengan satu atau lebih teori, maka harus dicari penjelasan
pembanding yang dapat dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara
lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya
penelitian lainnya.
Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori, yaitu
membandingkan temuan yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan
perlakuan akuntansi asset bersejarah dari segi pengakuan, penilaian dan
pengungkapan dengan teori-teori yang relevan. Sebelum membuat triangulasi
teori terlebih dahulu membuat pengkodean untuk mengelompokkan jawaban yang
sudah dikategorikan yang dapat mencangkup beberapa pertanyaan lainnya dari
transkrip wawancara.
Sedangkan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dilakukan dengan menetapkan prosedur fieldnote atau catatan lapangan dengan
prosedur yang ditetapkan. Penulis mencatat reliabilitas data ini pada lampiran
catatan lapangan setelah melakukan wawancara terhadap informaan yang
bersangkutan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum
4.1.1. Gambaran Umum Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur
yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan didasari oleh orang
atau perilaku yang diamati. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik observasi
langsung ke lapangan, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan yang
kemudian peneliti analisis. Agar penelitian ini lebih objektif, peneliti mencari
informasi tambahan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber
untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi akrual heritage assets dalam
pengungkapan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta.
Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar
pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan
sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui sejauhmana yang diberikan oleh
narasumber, peneliti menggunakan beberapa tahap, yaitu:
1. Menyusun daftar wawancara
2. Melakukan wawancara dengan narasumber
3. Melakukan dokumentasi langsung dilapangan untuk melengkapi data-
data yang berhubungan dengan penelitian.
4. Membuat transkrip wawancara dari hasil wawancara.
5. Membuat reduksi data atau memilih hal-hal yang pokok berdasarkan
transkrip wawancara.
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6. Membuat pengkodean untuk mendapatkan inti dari hasil wawancara
tersebut.
7. Melakukan penyajian data untuk menghasilkan kesimpulan.
4.1.2.   Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta
Pelestarian peninggalan purbakala telah berlangsung sejak abad ke 18, pada
awalnya kegiatan ini hanya bersifat individu dan meningkat menjadi suatu
kelompok.  Dengan adanya kegiatan tersebut berdirilah Bataviaasch Genootschap
Van Kusten and Wetenscheppen pada tahun 1778. Pada abad ke-19 kegiatan ini
mulai berkembang dalam bidang Penelitian, Pemeliharaan, Pengamanan,
Pendokumentasian, Inventarisasi, Penggambaran, Penggalian, maupun Pemugaran
bangunan kuno maka terbentuklah lembaga swasta pada tahun 1885 yaitu
Archaeologische Vereeniging yang di pimpin oleh Ir. J.W. Ijzerman.
Campur tangan pemerintah Hindia Belanda secara langsung yaitu di tandai
dengan terbentuknya Oudheidkundige Dienst In Nederlansch Indie pada tanggal
14 Juni 1913.  Badan ini merupakan lembaga resmi pemerintah yang dipimpin
oleh N.J Krom. pada tahun 1950 kantor pusat Oudheidkundige Dienst dihidupkan
kembali, setahun kemudian terbentuklah Integrasi Jawatan Purbakala yang
berpusat di Jakarta dengan nama Dinas Purbakala. mulai tahun 1953 Dinas
Purbakala dipimpin oleh putra Indonesia, yaitu Soekmono dan  di beri nama
Suaka  Peninggalan Sejarah Purbakala (SPSP).
Pada tahun 1975 di bidang organisasi terjadi perubahan struktur kegiatan,
yaitu di bagi menjadi dua unit, antara lain bersifat teknis administrasi operasional
dan penelitian. Lembaga yang mengelola administrasi operasional adalah
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Direktorat Sejarah Purbakala (DSP) dan lembaga yang mengelola kegiatan
penelitian adalah Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (P4N).
Pada tahun 1985 Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No.0645/0/1985 terdapat perubahan pada organisasi yaitu adanya Seksi
Perlindungan dan Seksi Pemeliharaan. Tepatnya tanggal 7 Desember 1989 Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) SPSP didirikan di berbagai daerah keseluruhan ada 9,
yaitu :
1. Prambanan untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah.
2. Bogem untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Mojokerto untuk wilayah Propinsi Jawa Timur.
4. Gianyar untuk wilayah Propinsi Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur.
5. Ujung pandang untuk wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Tenggara.
6. Banda Aceh untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Sumatra
Utara.
7. Batu Sangkar untuk wilayah Sumatra Barat dan Riau.
8. Jambi untuk wilayah Propinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu.
9. Serang untuk wilayah Propinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Daerah
Khusus Ibu kota Jakarta.
Kemudian pada tahun 2002 Badan Pengembangan Kebudayaan dan
Pariwisata mengeluarkan keputusan mengenai perubahan SPSP menjadi Balai
Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) dan saat ini BP3 diganti menjadi Balai
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Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta. Pada akhir tahun 2008
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menambah 3 (tiga) buah BPCB, yaitu :
1. BPCB Ternate untuk wilayah Maluku dan Papua.
2. BPCB Samarinda untuk wilayah Kalimantan.
3. BPCB Gorontalo untuk wilayah Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi
Utara.
4.1.3.   Visi dan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta
Adapun visi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta sebagai
berikut:
“Terwujudnya Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan di DIY secara
Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Sistem Global di Tengah
Kehidupan Antar Bangsa.”
Adapun misi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta sebagai
berikut:
1. Meningkatkan pengelolaan (pelestarian dan pemanfaatan) peninggalan
purbakala.
2. Meningkatkan pelindungan, penyidikan dan pengamanan peninggalan
purbakala.
3. Meningkatkan registrasi dan penetapan peninggalan purbakala.
4. Meningkatkan pemeliharaan peninggalan purbakala.
5. Meningkatkan pemugaran peninggalan purbakala.
6. Meningkatkan bimbingan penyuluhan dan dokumentasi peninggalan
purbakala.
7. Meningkatkan tata laksana perkantoran yang akuntabel dan ta
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4.1.4. Tugas Atau Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta Terhadap Aset Bersejarah
Tugas atau Fungsi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta
ini adalah:
1. Pengembangan Cagar Budaya
Pengembangan situs cagar budaya yang berupa penelitian yang kemudian
diguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan
teknologi, dapat juga berupa revitalisasi yaitu menata kembali fungsi ruang,
nilai budaya, dan penguatan informasi cagar budaya. Kegiatan-kegiatan
tersebut  terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemerintah daerah dan
juga pihak pengelola yang menaunginya.
2. Pemanfaatan
Pemanfaatan disini berarti lingkungan konservasi dapat dimanfaatkan
sebagai tempat dilaksanakanya kegiatan seperti gelar pertunjukan, kegiatan
budaya, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata.
3. Pelindungan Cagar Budaya
Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta selaku pengelola warisan
budaya berkewajiban melakukan pelindungan cagar budaya, pelindungan
disini memiliki arti mencegah kerusakan karena faktor manusia atau alam
yang dapat merubah keutuhan dari aset bersejarah.
4.2.    Hasil Penelitian.
1. Heritage Assets Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta
Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar
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budaya pada bab 1 pasal 1 bahwa:
“Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda
cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar
budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan.”
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa heritage assets
memiliki nilai sejarah, budaya lingkungan dan pengetahuan yang berkaitan
dengan kejadian masa lalu yang dirasa memiliki nilai, sehingga dilindungi dan
dilestarikan oleh pemerintah dalam kurun waktu yang panjang.
Kemudian dari pernyataan di atas disampaikan oleh salah satu pengelolaan
aset bersejarah BPCB, beliau menyampaikan pemahamannya mengenai heritage
assets:
“Aset bersejarah, barang yang umur ekonomisnya panjang, lebih dari
satu atau dua tahun. Kemudian yang memiliki unsur-unsur sejarah, yang
ada memang karena unsur-unsur sejarah, budaya yang keberadaannya
dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan agar tidak diklaim oleh pihak-
pihak tertentu.” (Sulistiyani, Kasi Pembukuan Bidang Akuntansi BPCB
Yogyakarta, Rabu 13 Desember 2017).
Definisi yang disampaikan oleh informan sejalan dengan PSAP No. 07 yang
menyatakan bahwa beberapa aset tetap dijelaskan sebagai heritage assets (aset
bersejarah), meskipun dalam PSAP No. 07 tidak dijelaskan definisi sesungguhnya
dari heritage assets, akan tetapi dalam PSAP No. 07 menjabarkan mengenai
karakteristi-karakteristik dari suatu heritage assets.
2. Pengungkapan Heritage Assets pada Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta.
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Tahap akhir dari beberapa proses perlakuan akuntansi untuk heritage assets
(aset bersejarah) adalah melaporkan heritage assets (aset bersejarah) dalam
laporan keuangan pemerintah. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan aset publik. Heritage assets (aset bersejara) merupakan salah satu
aset yang dimiliki oleh publik sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah
agar tetap dalam kondisi baik.
Agar dapat memberikan informasi yang lebih relevan untuk pihak yang
berkaitan serta untuk melindungi kepentingan publik, maka dibutuhkan
pengungkapan laporan keuangan. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatannya telah mendapatkan anggaran yang
sesuai rencana program dan kegiatan yang telah disusun, sehingga Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta memiliki kewajiban melaporkan
dari kegiatan ekonominya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Istimewa (DPPKAD) Yogyakarta.
Pengungkapan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta atas heritage assets (aset bersejarah) merupakan tanggungjawab
pemerintah kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk aset negara yang
dimiliki oleh pemerintah. Pengungkapan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian
Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dalam laporan keuangan hanya untuk
menunjukan akuntabilitas pengelolaannya, bukan untuk menunjukan nilai dari
heritage assets dan bagaimana metode penilaiannya.
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Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Balai Pelestarian
Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta berikut:
“Pada dasarnya aset bersejarah adalah sarana yang digunakan untuk
umum bukan untuk tujuan mencari keuntungan. Kami menyajikan dan
mengungkapkan aset bersejarah sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku yaitu tidak dengan nilai rupiah melainkan unit.” (Hasan Bisri,
Kepala Bagian Tata Usaha BPCB Yogyakarta, Jum’at 15 Desember
2017).
Dijelaskan kembali oleh ketua pengelola BPCB Yogyakarta, berikut:
“Penyajian dan Pengungkapan heritage assets secara spesifik tercantum
dalam laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK BMN) yang juga diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan keuangan khususnya pada pengungkapan lainnya, dalam laporan
tersebut aset bersejarah dicatat dalam bentuk unit.” (Ketua Pengelola
BPCB, Rabu, 13 Desember 2017).
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta khususnya pada pengungkapan lainnya juga dituliskan
tambahan dari transaksi masuk yaitu dari peralihan status tahap II aset Kementrian
Pariwisata ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai sebesar
Rp. 1.557.786.640, yang terdiri dari Tanah senilai Rp. 744.000.000,  Peralatan
Mesin senilai Rp. 612.360.140, serta Gedung dan Bangunan senilai Rp.
201.426.500.
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogykarta juga mencatat seluruh
heritage assets (barang bersejarah) yang terdiri dari: Peralatan dan Mesin
sejumlah 494 buah, Gedung dan Bangunan sejumlah 316 buah dan Aset Tetap
Lainnya sejumlah 7.100 buah. Serta penghentian penggunaan aset dikarenakan
kondisinya sudah rusak berat dengan total nilai Rp. 139.700.876.
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Menurut PSAP 71 No. 07 tahun 2010 Paragraf 65 “Pernyataan ini tidak
mengharuskan pemerintah untuk menyajikan (heritage assets) di neraca namun
aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”.
Heritage assets (aset berejarah) merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai
oleh pemerintah yang karena umur dan kondisi aset tetap tersebut harus dilindungi
oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset
tersebut. Terkait dengan penyajian dan pengungkapannya dalam laporan
keuangan, heritage assets diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) saja tanpa nilai.
Menurut Anggraini dan Chariri (2014) pengungkapan aset bersejarah
dengan unit bukan berarti bahwa aset bersejarah tidak memiliki nilai. Kesulitan
dalam melakukan penilian terhadap aset bersejarah dapat dikaitkan dengan makna
yang mengindikasikan bahwa aset bersejarah tidak langsung berkaitan dengan
aspek ekonomi sehingga tidak mudah untuk menilai besarnya jumlah rupiah yang
melekat pada aset bersejarah. Aset bersejarah memiliki sifat-sifat unik yang tidak
berkaitan dengan angka moneter tetapi lebih berkaitang dengan nilai
kesejarahannya.
Aset bersejarah dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas, pemerintah
menyatakan aset tersebut sebagai kekayaan sejarah, aset bersejarah dilindungi dan
dilestarikan pada masa sekarang untuk keberlangsungan di masa yang akan
datang, nilai dari aset tersebut terus bertambah atau meningkat, tidak ada nilai
pasti yang dapat mengambarkan aset, dan sulit untuk mengestimasi masa
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manfaatnya. Untuk beberapa kasus aset bersejarah dapat mencapai ratusan tahun
(Sari Ayuati, Staf bagian Tata Usaha BPCB Yogyakarta).
Menurut PSAP 71 No. 07 tahun 2010 paragraf 69, aset bersejarah (heritage
assets) harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang
dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan tanpa
nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat
lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya. Aset tersebut akan diterapkan
prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya dan aset tersebut dapat
disajikan dalam neraca.
Dengan demikian alternafit perlakuan aset bersejarah yang dapat dilakukan
adalah pertama aset tersebut dimasukan dalam Neraca, yang masuk dalam
kategori ini adalah aset yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah
selain nilai sejarah. Kedua aset tersebut dimasukan dalam Catata atas Laporan
Keuangan, yang masuk dalam kategori ini adalah aset bersejarah yang
memberikan potensi manfaat kepada pemerintah berupa nilai seni, budaya dan
sejarah saja (Sulistiyani, Kasi Pembukuan Bidang Akuntansi BPCB Yogyakarta).
4.3.     Hasil Pembahasan
4.3.1. Pengungkapan Heritage Assets pada Laporan Keuangan Balai
Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.
Menurut Halim dan Kusufi (2014: 217) peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan penetapan akrualisasi telah dicanangkan sejak diterbitkan PP
No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005 hingga PP No. 71 Tahun 2010.
Setelah melewati beberapa kali perubahan aturan perundang-undangan, tahun
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2015 disepakati sebagai tahun implementasi SAP Berbasis Akrual secara penuh
pada seluruh instansi pemerintah.
Menurut Hassan, Saad, dan Ahmad (2016) akuntansi berbasis aacrual
diperkenalkan dalam instansi pemerintah dengan tujuan untuk menerapkan
manajemen fiscal yang hati-hati dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuagan
dan akuntansi pemerintah. Untuk itu, standar akuntansi sektor publik
diperkenalkan sebagai referensi utama dalam menerapkan akuntasi berbasis
accrual. Dalam PSAP 71 tahun 2010 pada pernyataan No.07 inilah akan dibahas
tentang perlakuan aset warisan dalam laporan keuangan.
Menurut PSAP 71 Pernyataan 07 Paragraf 65 “Pernyataan ini tidak
mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di
neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).” Kemudian diperkuat dengan paragraf 69 “Aset bersejarah
harus disajikan dalam bentuk unit, mislanya jumlah unit koleksi yang dimiliki
atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa
nilai.
Aset bersejarah merupakan aset pemerintah atau yang biasa dikatakan
sebagai Barang Milik Negara. Barang Milik Negara (BMN) merupakan
komponen penting yang harus dipertanggungjawabkan karena dikeluarkan
melalui anggaran belanja Negara. Oleh karenanya, seluruh pengeluaran untuk
menghasilkan atas Barang Milik Negara harus dipertanggungjawabkan melalui
Laporan Realisasi Anggaran, dan nilai keseluruhan Barang Milik Negara yang
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berada dalam penguasaan Kementrian Negara/atau Lembaga dilaporkan dalam
Neraca (Sari Ayuati, Staf bagian Tata Usaha BPCB Yogyakarta).
Menurut  Dhani, Husaini dan Abdullah (2017) Barang Milik Negara (BMN)
meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Pendaharaan
Negara perolehan lainnya yang sah antara lain berupa transfer masuk, hibah,
pembatalan, penghapusan, dan rampasan atau sitaan. Tidak termasuk Barang
Milik Negara (BMN) adalah barang yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh:
1. Pemerintah Daerah.
2. Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
a. Perusahaan Perseroan.
b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintahaan dan Lembaga Keuangan Milik Negara.
Terbentuknya Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta adalah salah satu
usaha dari pemerintah dalam rangka menyelamatkan warisan bangsa. Balai
Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta bukan hanya sebagai wadah penyelamtan
benda koleksi bercorak sejarah saja melainkan juga sebagai sarana pelestarian dari
seluruh aset bersejarah yang dimiliki kota D.I. Yogyakrta. Karena aset bersejarah
merupakan kekayaan negara maka Balai pelestarian cagar budaya Yogyakarta
juga wajib melaporkan setiap temuan benda koleksi bersejarah kepada pemerintah
dalam bentuk laporan keuangan (Sari Ayuati, Staf TU BPCB Yogyakarta).
Untuk memperoleh benda koleksi bersejarah salah satu hal yang dilakukan
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta adalah dengan pengadaan
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barang. Pengadaan barang merupakan suatu kegiatan pengumpulan berbagai
benda yang memiliki nilai sejarah yang akan dijadikan koleksi. Pengadaan barang
dapat dilakukan dengan cara: hibah atau sumbangan, pembelian dari hasil
penemuan atau warisan, rampasa atau sitaan. Pengadaan barang memiliki dua
tujuan yaitu untuk menyelamatkan warisan sejarah dan budaya, serta untuk bahan
penyebarluasan informasi sejarah dan budaya melalui pameran tetap maupun
temporer.
Dalam proses penyelamatan benda bersejarah yang dilakukan oleh tim Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta, maka prosedur yang harus dilalui
adalah penanganan objek bersejarah yang baru diperoleh, dicatat terlebih dahulu
dalam buku regristrasi. Buku registrasi adalah kegiatan pencatatan suatu benda,
setelah benda tersebut ditentukan secara resmi menjadi koleksi. Registrasi
diperlukan untuk penelitian koleksi lebih lanjut, karena merupakan sumber
informasi awal dari koleksi tersebut. Data koleksi yang dicatatat dalam buku
registrasi sebagai berikut:
1. Nomor registrasi.
2. Nomor invetarisasi.
3. Nama koleksi.
4. Uraian singkat.
5. Tempat perolehan.
6. Cara perolehan.
7. Ukuran.
8. Tanggal/tahun masuk.
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9. Harga.
10. Keterangan.
Setelah itu dengan disertai keterangan yang lengkap kemudian dikirim ke
laboratorium untuk diperiksa yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi
dari benda  tersebut. Selanjutnya dari hasil laboratorium akan di dokumentasikan
terlebih dahulu pada berita acara. Berita acara adalah sebuah keterangan resmi
tentang status atau keberadaan sebuah koleksi yang ditanda tangani dua pihak
beserta saksi, atas sepengetahuan penanggungjawab koleksi (Sari Ayuati, Staf
bagian Tata Usaha BPCB Yogyakrta.
Dari rangkaian prosedur  itulah benda koleksi sejarah diakui sebagai aset
oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta. Kemudian dicatat
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada akun Belanja Modal Lainnya.
Terjadinya pembeilan barang atau balanja modal tersebut akan diakui pada saat
terjadinya pengeluaran kas dari Kas Umum Negara yang disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan (Sulistiyani, Kasi Pembukuan Bidang.
Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Balai Pelestarian Cagar
Budaya (BPCB) Yogyakarta khususnya pada pengungkapan lainnya yang terjadi
setelah tanggal neraca yaitu adanya transfer masuk, pengungkapan barang
bersejarah dan penyusutan aset tetap lainnya. Transfer masuk yang diterima dari
perpindahan aset dari Kementrian Pariwisata ke Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan total nilai sebesar Rp. 1.557.786.640, yang terdiri dari tanah
senilai Rp. 744.000.000,  peralatan mesin senilai Rp. 612.360.140, serta gedung
dan bangunan senilai Rp. 201.426.500.
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Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta juga mencatat seluruh
barang bersejarah yang terdiri dari: Pertama, peralatan dan mesin sejumlah 494
buah yang terdiri dari botol angine 12 unit, kapak dua fungsi 14 unit, garu pacul/
cangkul 1 unit, alat dapur 212 unit, guci 72 buah, lonceng/genta 23 buah, lempeng
tetes 160 buah. Kedua, gedung dan bangunan sejumlah 316 buah yang terdiri dari
candi 276 unti, candi lainnya 13 buah dan candi/ tugu peringatan 27 unit.
Ketiga, aset tetap lainnya sejumlah 7.100 buah yang terdiri dari seni refill 78
buah, pahatan batu 67 buah, mata uang 6.365 buah, perihasan 92 buah, arca 494
buah, fosil 4 buah. Serta penghentian penggunaan aset dikarenakan kondisinya
sudah rusak berat dengan total nilai Rp. 139.700.876.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi untuk aset
bersejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta belum
menerapkan PSAP 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis accrual secara
penuh. Dimana Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta menerapkan
basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan
Laporan Perubahan Ekuitas.
Dan penerapan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi
Anggaran. Namun, untuk pengungkapan aset bersejarah yang dilakukan oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAP
No. 07 tahun 2010 tentang aset bersejarah yang diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.
47
BAB V
PENUTUP
5.1.    Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa aset bersejarah
(heritage assets) merupakan aset berwujud yang memiliki manfaat di masa yang
akan datang dalam bentuk nilai sejarah atau kebudayaan yang terjadi akibat
peristiwa masa lalu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun
masyarakat umum yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya.
Dan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan
bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta belum menerapkan
PSAP 71 tahun 2010 tentang akuntansi accrual secara penuh. Namun, dalam
pengungkapan aset bersejarah (heritage assets) sudah sesuai dengan PSAP No. 07
tahun 2010 tentang pengungkapan aset bersejarah dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.
5.2. Keterbatasan Peneliti
1. Sulitnya mendaptkan literatur yang tepat, karena belum banyak peneliti
yang membahas bagaimana seharusnya perlakuan akuntansi untuk heritage
assets.
2. Perolehan data yang diinginkan peneliti belum maksimal, hal tersebut
berkaitan dengan kebijakan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta, terkait dengan kerahasiaannya.
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3. Dalam penelitian ini penulis tidak diijinkan untuk melihat secara langsung
catatan akuntansi yang digunakan, serta laporan keuangannya karena
bersifat rahasia.
4. Penulis hanya mampu memberikan gambaran tentang pengungkapan saja
karena keterbatasan dari dokumen pendukung yang dimiliki.
5.3. Saran
1. Demi menghasilkan laporan keuangan yang handal diharapkan Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta memiliki kurator sendiri
sebagai penilai benda-benda bersejarah.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjelaskan perlakuan akuntansi aset
bersejarah yang lain secara lebih konkrit.
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Lampiran 1
JADWAL PENELITIAN
No
Bulan November
2016
Maret
2017
Mei
2017
Juli
2017
September
2017
Oktober
2017
November
2017
Desember
2017
Februari
2018
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Penyusunan
Proposal
x x
2 Konsultasi x x x x x
3 Revisi
Proposal
x x x x x x
4 Pengumpulan
Data
x x x x x x x x
5 Analisis Data x x
6 Penulisan
Akhir
Naskah
Skripsi
x x x
7 Pendaftaran
Munaqosah
x
8 Munaqosah x
9 Revisi
Munaqosah
x x x x
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Lampiran 2
PEDOMAN WAWANCARA
Penerapan Akuntansi Accrual Heritage Assets dalam Pengungkapan
Laporan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta:
1. Apa tujuan dari dibentuknya Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Yogyakarta?
2. Bagaimana Pendapat anda mengenai definisi heritage assets atau aset
bersejarah?
3. Apakah sumber atau pedoman hukum yang digunakan?
4. Apakah heritage assets disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)?
Atau hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)?
5. Apakah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta
menggolongkan aset bersejarah atau aset tetap atau aset tetap lainnya?
6. Apa yang membedakan heritage assets atau aset bersejarah dengan aset
tetap pada umumnya?
7. Seberapa pentingkah pengungkapan heritage assets pada laporan keuangan?
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Lampiran 3
TRANSKRIP OBSERVASI
Tanggal Pengamatan : 11 Desember 2017
Jam : 09.00-11.00 WIB
Disusun Jam : 19.00-20.30 WIB
Kegiatan yang diobservasi : Letak geografis Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta
Transkrip Observasi Dari hasil observai yang penulis lakukan pada
tanggal 11 Desember 2017, lokasi Jalan Raya Solo-
Yogyakarta, Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571,
Indonesia.
Transkrip Pengamat Letak Balai Pelestarian Cagar Budaya sangat
strategis yaitu berada diseberang jalan raya Solo-
Yogyakarta sebelah kanan berdekatan dengan
Edotel Kalasa.
Tanggal Pengamatan : 12 Desember 2017
Jam : 09.30-11.00 WIB
Disusu Jam : 19.00-20.30 WIB
Kegiatan yang diobservasi : Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
Transkrip Observasi Balai Pelestarian Cagar Budaya merupakan sebuah
badan pemerintahan yang ditugaksan untuk
merawat dan melestariakan benda-benda bersejarah
peninggalan zaman dahulu.
Transkrip Pengamat Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah wadah atau
tempat untuk menyelamatkan warisan sejarah dan
budaya. Selain itu Balai Pelestarian Cagar Budaya
juga mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan
benda-benda bersejarah kepada Pemerintah.
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Tanggal Pengamatan : 15 Desember 2017
Jam : 09.30-10.30WIB
Disusun Jam : 01.30-02.15 WIB
Kegiatan yang diobservasi : Pengungkapan Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta
Transkrip Observasi Pengungkapan Balai Pelestarian Cagar Budaya
Yogyakarta  secara spesifik tercantum dalam
laporan SIMAK-BMN khusunya untuk barang
yang bercorak sejarah.
Transkrip Pengamat Pengungkapan Balai Pelestarian Cagar Budaya
Yogyakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
71 tahun 2010 tentang aset bersejarah.
Pengungkapan Balai Pelestarian Cagar Budaya
Yogyakarta  secara spesifik tercantum dalam
laporan SIMAK-BMN, dalam laporan tersebut aset
bersejarah dibagi menjadi 3 jenis yaitu peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap
lainnya.
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Lampiran 4
TRANSKIP WAWANCARA
Fokus Penelitian: Pengungkapan Heritage Assets pada Balai Pelestarian Cagar
Budaya Yogyakarta.
Wawancara 1
Informan : Ibu Sulistiyani.
Tempat : Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.
Peneliti : Apakah tujuan dari dibentuknya Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta?
Informan : Karena Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan sejarah,
kesenian dan kebudayaan yang banyak maka didirikanlah Cagar
Budaya (BPCB) Yogyakarta sebagai salah satu upaya dari
pemerintah untuk melestariakan terhadap aspek-aspek tradisi,
kepercayaan, kesenian, perfileman dan kesejahteraan melalui
kegiatan pengkajian, perlindungan, pengembangan, fasilitasi dan
pemanfaatan budaya lokal.
Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang definisi heritage assets atau
aset bersejarah?
Informan : Aset bersejarah, barang yang umur ekonomisnya panjang, lebih
dari satu atau dua tahun. Kemudian yang memiliki unsur-unsur
sejarah, yang ada memang karena unsur-unsur sejarah, budaya
yang keberadaannya dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan agar
tidak diklaim oleh pihak-pihak tertentu.
Peneliti : Apakah sumber atau pedoman hukum yang digunakan?
Informan : Sumber hukum atau pedoman yang digunakan dalam pelaporan
adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah.
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Peneneliti : Apakah aset bersejarah Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta
disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)? atau hanya
disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)?
Informnan : BPCB Yogyakarta menyajikan aset bersejarah secara spesifik
Pada laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK BMN) khususnya di Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran Barang Bersejarah yang juga diungkapkan
dalam CALK tanpa nilai.
Wawancara 2
Informan : Ibu Sari Ayuati
Tempat : Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
Peneliti : Apakah tujuan dari dibentuknya Balai Pelestarian Cagar Budaya
(BPCB) Yogyakarta?
Informan : Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestariakan aset
Negara. Karena banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di
Yogyakarta, namun dengan banyaknnya peninggalan sejarah dan
kebudayan maka tanggungjawab kami jug semakin besar. Balai
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta harus menyusun
laporan keuangan per 31 Desember, laporan keuangan inilah
bentuk dari pertanggungjawaban dari Balai Pelestarian Cagar
Budaya (BPCB) Yogyakarta yang selanjutnya akan disampaikan
ke Badan Pendaptan Pengelola Keuangan Asli Daerah (BPPKAD)
Yogyakarta.
Peneliti : Apakah sumber atau pedoman hukum yang digunakan?
Informan : Berdasarkan PSAP 71 No. 07 tentang aset bersejarah. Aset
bersejarah merupakan barang milik Negara yang harus kami
ungkapkan per/ 31 Desember maka dari itu untuk pedoman hukum
yang kami pakai berdasarkan Undang-undang yang berlaku.
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Peneliti : Apakah heritage assets disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan
(Neraca)? Atau hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK)?
Informan : Untuk aset bersejarah memang kami ungkapkan pada
Laporan Keuangan tanpa rupiah. Beda halnya dengan tanah dan
bangunan kalau aset jenis tersebut disajikan di neraca dengan
rupiah.
Peneliti : Apakah Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
menggolongkan aset bersejarah atau aset tetap atau aset tetap
lainnya?
Informan : Tidak, untuk aset non-operasional. Seperti yang saya sampaikan
benda bersejarah yang memiliki nilai ganda yang bukan hanya
memberikan nilai sejarahnya saja akan diakui sebagai aset aset
tetap. Walaupun kenyataanya karakteristik yang dimiliki aset
tersebut hampir sama. Alternatifnya ya yang pertama aset tersebut
dimasukan dalam Neraca, yang masuk dalam kategori ini adalah
aset yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain
nilai sejarah. Kedua aset tersebut dimasukan dalam Catata atas
Laporan Keuangan (CaLK), yang masuk dalam kategori ini adalah
aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada
pemerintah berupa nilai seni, budaya dan sejarah saja
Peneliti : Apa yang membedakan heritage assets aset bersejarah dengan
aset pada umumnya?
Informan : Aset bersejarah dipertahankan dalam waktu yang tidak terbatas,
pemerintah menyatakan aset tersebut sebagai kekayaan sejarah,
aset bersejarah dilindungi dan dilestarikan pada masa sekarang
untuk keberlangsungan di masa yang akan datang, nilai dari aset
tersebut terus bertambah atau meningkat, tidak ada nilai pasti yang
dapat mengambarkan aset, dan sulit untuk mengestimasi masa
manfaatnya. Untuk beberapa kasus aset bersejarah dapat mencapai
ratusan tahun.
61
Peneliti : Seberapa pentingkah pengungkapan heritage assets pada laporan
keuangan?
Informan : Sangat penting, pengungkapan merupakan salah satu bentuk
tanggungjawab dari kami. Kami diberika wewenang, dipercayai
untuk mengelola aset Negara yang kemudia harus kami
pertanggungjawabkan dalam bentuk laopran keuangan.
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